BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Perkara tindak pidana penganiyaan merupakan tindak pidana yang
diancam dengan hukuman dua tahun delapan bulan sebagaimana yang
dijelaskan pada pasal 351 KUHP.Dalam putusan tersebut terdakwa di
jatuhkan putusan 4 bulan penjara, dengan tuntutan dari jaksa penuntut
umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.Dari tuntutan dan
putusan tersebut dapat diuraikan bahwa putusan tersebut jauh dari rasa
keadilan.Keadilan yang dilamksud adalah keadilan masyarakat, keadilan
dimana korban mendapatkan perlindungan dengan putusan yang sesuai
dengan perbuatan terdakwa tersebut. Dalam hal analisis hukum putusan
hakim dalam perkara Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Gtlo terhadap sanksi
yang dijatuhkan sebagaimana yang dijelaskan diatas hakim melihat
beberapa unsur didalamnya berdasarkan pertimbangan hakim
sebagaimana yang telah diamanahkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat 1
yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan
terdakwa sehingga dapat menggali fakta yang terjadi demi tercapainya
suatu putusan hakim yang mengacu pada kepastian hukum, keadilan dan

kemanfaatan.
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2. Dalam hal akibat hukum terhadap putusan Hakim Perkara No.
201/PID.B/2011/PN.GTLO tentang Penganiayaan merupakan hal yang
menjadi tolak ukur menilai profesionalitas hakim dalam memutus
perkara, hal ini dapat dilihat masih banyaknya tindakan penganiayaan
yang terjadi dalam kehidupan sosial serta tidak sedikit perkara
penganiayaan yang dilakukan berulang kali (Residifis) yang di putus oleh
hakim dalam persidangan hal ini menegaskan dalam perkara
penganiayaan akibat hukum putusan hakim belum membawa pada

keadaan yang dapat membuat pelaku jera.

5.2 SARAN

Untuk meningkatkan kualitas putusan dalam memberikan rasa keadilan
bagi masyarakat maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan saran
demi terciptanya peradilan yang sempurna. Adapun saran yang hendak di
sampaian antara lain :

1. Dalam hal analisis hukum terhadap perkara penganiayaan diperlukannya
keseriusan hakim dalam mengnganalisis suatu perkara penganiayaan
dengan cara mensinergikan apa yang telah diamanahkan dalam KUHAP
tentang pembuktian yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
petunjuk dan keterangan terdakwa sehingga dapat menggali fakta yang
terjadi dan memutus perkara penganiayaan tersebut berdasarkan

pertimbangan hakim agar teciptanya putusan yang seadil-adilnya.
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2. Agar lebih menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sehingganya terbangun
kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan itu sendiri dan dapat
membawa hukum di Indonesia yang lebih positif agar tidak ada

pandangan masyarakat tentang ketidak percayaan masyarakat terhadap

hukum di indonesia.
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